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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap 

kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. Kinerja 

keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah Statistical Program for Social Science 

(SPSS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2020 dan 2021. Data realisasi APBD diperoleh melalui website Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Data IPM diperoleh melalui website Badan Pusat 

Statistik (BPS) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan rasio 

efektivitas PAD tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di 

kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio   

efektivitas PAD, kesejahteraan masyarakat 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of regional financial performance on 

community welfare in districts/cities in Central Kalimantan Province. Regional financial 

performance is measured by the regional financial independence ratio and the effectiveness 

ratio of Regional Original Income, while community welfare is measured by the Human 

Development Index (HDI). This research was conducted in 14 districts/cities in Central 

Kalimantan Province. The research method used in this research is multiple linear 

regression. The analytical tool used is the Statistical Program for Social Science. The type 

of data used in this research is secondary data. The data used in this research is the 

realization of regional income and expenditure budgets from 2020-2021. Realization of 

regional income and expenditure budgets is obtained through the website of the Directorate 

General of Regional Financial Balance. HDI data is obtained through the Central Statistics 

Agency website. The results of this research show that the regional financial independence 

ratio has a partial effect on community welfare, while the regional original income 

effectiveness ratio has no partial effect on community welfare in all regencies/cities in 

Central Kalimantan Province. 

Keyword: Regional financial performance, regional financial independence ratio, 

effectiveness ratio of regional original income, community walfare 
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“BAB I” 

“PENDAHULUAN” 

1.1. “Latar Belakang” 

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan undang-undang di atas, kepala daerah 

memiliki kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

karena kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintah daerah. Indeks 

Pembangunan Manusia bisa menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat 

(Evlyn & Rahayu, 2018).  

IPM dapat menjelaskan cara masyarakat untuk memperoleh banyak hal 

seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dengan mengandalkan hasil 

pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan hal tersebut IPM dapat 

digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan masyarakat 

dapat tercapai dengan mengandalkan hasil pembangunan. Menurut Dura (2016) 

kebutuhan yang dipenuhi agar masyarakat sejahtera adalah kelayakan rumah, biaya 

pendidikan yang murah, dan kualitas kesehatan. 
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IPM dibentuk berdasarkan tiga hal yaitu umur panjang (diukur dengan umur 

harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-

rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diukur dengan Pendapatan Nasional 

Bruto). Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menggambarkan pendapatan 

masyarakat. Pada tingkat yang lebih kecil PNB digantikan dengan pengeluaran riil 

per kapita  yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita juga mampu 

menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan (Badan Pusat 

Statistik, 2022) 

Kinerja keuangan yang bagus diperlukan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Kinerja yang bagus menandakan bahwa daerah mampu untuk 

mendukung pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kunci kesejahteraan 

masyarakat (Zakni, 2020).  

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk 

mengelola PAD serta mendapatkannya. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan 

berjalannya sistem pemerintahan (Halim, 2012). Pemerintah daerah 

bertanggungjawab atas keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat. Pemerintah 

daerah membuat APBD sebagai wujud pertanggungjawabannya. Kinerja keuangan 

daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan 

rasio efektivitas PAD Ada dua rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan daerah, yaitu kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD 

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran seberapa 

mandirinya daerah dengan keuangannya sendiri. Jika rasio ini tinggi maka daerah 
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mampu menggali PAD dengan baik (Mahmudi, 2016). Hal ini berarti bahwa 

pemerintah daerah dapat lebih mendukung pelayanan publik dengan dana yang 

lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat 

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran semampu apa daerah dapat 

mencapai target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Pemerintah daerah membuat 

program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program-program ini 

tercermin dalam APBD (Mardiasmo, 2021). Semakin tinggi efektivitas PAD maka 

semakin banyak dana yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Target IPM” 
 

 

No. Kabupaten/Kota 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

Target Indeks Pembangunan 

Manusia 

2020 2021 2020 2021 

1. Palangkaraya 80.77 80.82 79.90 80.00 

2. Kotawaringin Timur 71.31 71.38 69.76 69.94 

3. Kotawaringin Barat 72.87 73.07 72.93 73.38 

4. Barito Timur 71.39 71.47 72.07 72.53 

5. Barito Utara 70.59 70.79 71.02 71.65 

6. Barito Selatan 70.22 70.54 71.33 72.22 

7. Seruyan 67.58 67.67 68.50 69.30 

8. Sukamara 68.03 68.27 68.03 68.62 

9. Pulang Pisau 68.45 68.53 68.71 69.14* 

10. Katingan 68.68 68.89 69.14 69.67 

11. Kapuas 69.48 69.63 71.72 73.26 

12. Gunung Mas 70.81 71.03 71.82 72.46 

13. Lamandau 70.51 70.58 70.77 71.20 

14. Murung Raya 67.98 68.12 68.58 69.05 

Sumber        : BPS, RPJMD, RKPD 

Keterangan : (*) Taksiran 

Setiap pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah membuat rencana 

pembangunan untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuan yang terdapat dalam 

rencana pembangunan tersebut adalah meningkatkan IPM sesuai dengan yang telah 
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ditergetkan. Tabel di atas menunjukkan masih ada beberapa daerah di Provinsi 

Kalimantan Tengah yang tidak mencapai target IPM. Selain itu, pencapaian IPM di 

daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari status 

IPM masing-masing daerah. Status IPM Palangkaraya satu-satunya yang berstatus 

sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, dan 6 daerah berstatus sedang. 

Berdasarkan data dari  BPS, peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan 

Tengah mengalami penurunan dari peringkat 20 menjadi peringkat 21. Hal ini 

menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peringkat ketiga dari lima 

provinsi di Pulau Kalimantan. Selama tahun 2020 – 2021, Kota Palangkaraya 

mencapai IPM tertinggi di wilayah Pulau Kalimantan (Kalteng.co, 2022). Justru 

peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah menurun. Hal ini 

disebabkan karena pencapaian IPM di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak 

merata. Hal ini dapat dilihat dari status IPM masing-masing daerah. Status IPM 

Palangkaraya satu-satunya yang berstatus sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, 

dan 6 daerah berstatus sedang. 

Studi Cahyaning & Putri (2022) menunjukkan rasio efektivitas PAD 

mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Selain itu penelitian  oleh Karimah et 

al (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh 

positif terhadap IPM. Namun penelitian Astuti & Mispiyanti (2019) menunjukkan 

bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD tidak 

berpengaruh terhadap IPM yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. 

Perbedaan hasil penelitian di atas membuat peneliti untuk mengkaji kembali 

pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 
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penelitian ini dilakukan dilokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu 

Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti melakukan penelitian pada Provinsi 

Kalimantan Tengah karena hanya provinsi ini yang mengalami penurunan 

peringkat IPM di Pulau Kalimantan. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran 4 

Hal yang diuraikan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2020 dan 2021” 

1.2. “Rumusan Masalah” 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut. 

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat? 

2. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat? 

1.3. “Tujuan Penelitian” 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap 

kesejahteraan masyarakat 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap kesejahteraan 

masyarakat 
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1.4. “Manfaat Penelitian” 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah 

mengenai bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap 

kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat membuat 

kebijakan untuk kesejahteraan masyaraka
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“BAB II” 

“TINJAUAN PUSTAKA” 

2.1. “Landasan Teori” 

Penelitian ini dilakukan dengan dasar teori keagenan. Hubungan keagenan 

pada pemerintah daerah terdapat pada pemilih (masyarakat) dan yang dipilih 

(kepala daerah). Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi hubungan tersebut 

sehingga pemerintah harus mensejahterakan masyarakat. Pengukuran kinerja 

diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut. 

2.1.1. “Teori Keagenan” 

Teori ini menjelaskan hubungan yang timbul karena suatu kesepakatan yang 

dilakukan oleh dua pihak. Hubungan tersebut adalah individu atau lebih (principal) 

mempekerjakan pihak pihak lain (agent). Hubungan tersebut terjadi melalui 

pendelegasian wewenang (Meckling, 1976). Teori keagenan dapat diterapkan di 

sektor publik. Principal dalam sektor publik adalah masyarakat sedangkan agent 

adalah pemerintah (Bergman & Lane, 1990). Teori keagenan ini menganggap 

bahwa apa yang dilakukan pemerintah sebagai agen tidak boleh bertentangan 

dengan keinginan atau kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen & 

Meckling, 1976). Hubungan antara dua pihak tersebut memunculkan sebuah 

konsekuensi. Konsekuensi tersebut adalah akuntabilitas (Kholmi, 2017).   

Pemerintah memegang uang publik sehingga untuk tersebut bukan untuk 

diri sendiri. Pada masyarakat demokratis, rakyat memberikan mandat kepada 

pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pemilihan umum. Politisi membuat 

kebijakan publik dan program agar dapat memberikan manfaat kepada pemilihnya. 
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Kebijakan publik dan program tersebut direfleksikan dalam anggaran. Anggaran 

yang dibuat dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 

2021). 

Akuntabilitas adalah kewajiban agent untuk memberikan 

pertanggungjawaban kepada principal. Selain itu, agent juga memiliki kewajiban 

untuk melaporkan serta melaporkan semua aktivitas yang berhunbungan dengan 

tanggung jawabnya (Mardiasmo, 2021). 

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena  adanya akuntabilitas 

yang muncul akibat hubungan yang telah terjalin antara principal dan agent. 

Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas. Selain itu, agent harus 

mengutamakan kepentingan principal yaitu kesejahteraannya. Pengukuran kinerja 

diperlukan karena munculnya akuntabilitas akibat hubungan tersebut. Kinerja yang 

diukur tersebut merupakan gambaran pencapaian yang diperoleh pemerintah daerah 

sebagai agent  untuk mewujudkan kepentingan masyarakat (principal) yaitu 

kesejahteraannya. Keberhasilan agent dalam mewujudkan kesejahteraan principal 

dalam penelitian ini diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio 

efektivitas PAD. 

Berdasarkan uraian di atas, teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar 

teori dalam penelitian ini. 

2.1.2. “Kinerja Keuangan Daerah” 

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk 

mengelola PAD serta mendapatkannya. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan. Pemerintah 
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juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat serta 

pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa terlalu mengandalkan 

pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih luasa dalam 

menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat. Keleluasaan tersebut 

masih dilakukan dalam batas undang-undang (Syamsi, 1986). 

Kinerja adalah suatu pencapaian kerja. Pencapaian tersebut diukur secara 

kuantitas maupun kualitas. Pencapaian tersebut dapat dilakukan oleh individu 

maupun organisasi tertentu dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

tanggungjawabnya (Nurulita et al., 2018). Pengelolaan keuangan daerah harus 

dipertanggungjawabkan sehingga penting dilakukannya pengukuran kinerja 

keuangan. (Oktaviani et al., 2022). Kinerja keuangan daerah diukur dengan 

menggunakan rasio di bawah ini.  

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

RKKD ini memberikan gambaran seberapa tergantungnya pemerintah 

daerah terhadap dana dari luar. RKKD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah 

tidak terlalu mengandalkan dana dari luar. RKKD juga dapat menujukkan 

tingkat keterlibatan masyarakat yang dalam pembangunan. Keterlibatan 

masyarakat adalah dalam hal membayar pajak dan retribusi  (Halim, 2012). 

𝑅𝐾𝐾𝐷 =
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 “Tabel  2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah” 

Kemandirian Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0-25 Instruktif 

Rendah >25-50 Konsultatif 

Sedang >50-75 Partisipatif 

Tinggi >75-100 Delegatif 

Sumber: Halim (2012) 
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2. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran seberapa mampu suatu 

daerah dalam mencapai target anggaran PAD. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang 

ditargetkan (Mahmudi, 2016). 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 

 “Tabel  2.2. Kriteria Efektivitas PAD” 

Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas (%) 

Sangat Efektif >100% 

Efektif 100% 

Cukup Efektif 90%-99% 

Kurang Efektif 75%-89% 

Tidak Efektif <75% 

Sumber: Mahmudi (2016) 

2.1.3. “Kesejahteraan Masyarakat” 

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat manusia mampu 

memenuhi untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan, dan 

mencapai kebebasan memilih (Todaro, 2010). Tingkat kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia 

ditujukan bagi penduduk agar memiliki pilihan yang luas melalui pemberdayaan 

masyarakat (UNDP, 1990).  

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat kebutuhan seperti 

kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan dapat 

terpenuhi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga merupakan suatu kondisi 

pemaksimalan utilitas dengan keterbatasan anggaran dan tercukupinya kebutuhan 

jasmani dan rohani (Dura, 2016) 
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Kesimpulan dari penjelasan di atas, kesejahteraan masyarakat adalah 

kondisi saat manusia mampu memenuhi kebutuhan material seperti rumah yang 

layak, biaya pendidikan yang murah mendapatkan kehormatan, mencapai 

kebebasan memilih, tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu 

memaksimalkan utilitasnya. 

2.2. “Penelitian Terdahulu” 

Studi oleh Cahyaning & Putri (2022) dengan judul “Pengaruh Rasio 

Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” menunjukkan bahwa rasio 

pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Studi oleh Khairudin et al., (2020) dengan judul “Pentingnya Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Indonesia” menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah, efektivitas 

keuangan, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan keuangan daerah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Studi oleh Karimah et al., (2020) dengan judul “Analysis of Regional 

Government Financial Performance and Impact on Welfare Society” menunjukkan 

bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, dan kesesuaian 

belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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Studi oleh Hamimah & Zulkarnain (2020) dengan judul “Pengaruh Kinerja 

Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat” menunjukkan 

bahwa Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh 

terhadap IPM. Sedangkan rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap  IPM. 

“Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu” 
No. Keterangan 

1 Nama Peneliti Cahyaning & Putri (2022) 

Judul Penelitian “Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio 

Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY)” 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

Rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi 

Kesejahteraan masyarakat 

Hasil Penelitian Semua variabel independen berperpengaruh terhadap 

kesesjahteraan masyarakat 

2 Nama Peneliti Khairudin, Aminah & Redaputri (2020) 

Judul Penelitian “Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia” 

Variabel Independen 

 

Variabel Dependen 

Kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan, efisiensi 

keuangan, dan pertumbuhan keuangan 

Kesejahteraan masyarakat 

Hasil Penelitian Variabel yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan 

masyarakat hanya variabel pertumbuhan keuangan sedangkan 

variabel lain memiliki pengaruh positif 

3 Nama Peneliti Karimah, Sarwani & Adriani (2020) 

Judul Penelitian “Analysis of Regional Government Financial Performance and 

Impact on Welfare Society” 

Variabel Independen 

 

 

Variabel Dependen 

Desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, pengeluaran 

pemerintah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, 

pertumbuhan PAD, dan kesesuain belanja daerah 

Kesejahteraan masyarakat 

Hasil Penelitian Variabel yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

hanya kemandirian keuangan daerah sedangkan variabel yang 

lain tidak memberikan pengaruh 

4 Nama Peneliti Hamimah & Zulkarnain (2020) 

Judul Penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat” 

Variabel Independen 

 

Variabel Dependen 

Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan 

rasio belanja modal 

IPM 

Hasil Penelitian Variabel yang tidak berpengaruh terhadap IPM hanya rasio 

belanja sedangkan variabel yang lain memberikan pengaruh 

Sumber: data olahan 
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2.3. “Rerangka Konseptual” 

 

 

 

Pemerintah daerah menerima mandat dari masyarakat untuk mengelola 

keuangannya sehingga akuntabilitas muncul akibat hubungan tersebut. Pelaksanaan 

mandat tersebut direfleksikan dalam APBD. Pengukuran kinerja keuangan daerah 

diperlukan untuk menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Kinerja 

keuangan daerah dikukur dengan rasio kemandiran keuangan daerah dan efektivitas 

PAD. Semakin baik kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio tersebut 

maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola 

sumber keuangan asli daerah semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat 

dapat meningkat dengan terdukungnya dana yang cukup untuk menjalankan APBD 

“Gambar 2.1. Rerangka Konseptual” 

Figure 1 
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2.4. “Pengembangan Hipotesis” 

2.4.1. “Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap  

Kesejahteraan Masyarakat” 

Pemerintah daerah (agent) diharapkan mampu mengelola keuangan daerah 

melalui APBD secara bertanggungjawab kepada masyarakat sehingga uang publik 

yang dikelola dapat bermanfaat bagi masyarakat (principal). Pemerintah daerah 

perlu menggali PAD dengan baik. Hal itu dilakukan  untuk memenuhi 

kebutuhannya sehingga sistem pemerintah dapat berjalan sistem pemerintahan. 

Pemerintah juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan 

masyarakat serta pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa 

terlalu mengandalkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih 

luasa dalam menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat 

Kemampuan daerah dalam menggali PAD agar tidak sepenuhnya 

bergantung kepada pemerintah pusat dapat diukur menggunakan RKKD. Semakin 

tinggi RKKD maka semakin tinggi juga PAD yang berarti pemerintah mampu 

untuk menggali sumber keuangan asli daerahnya untuk mendukung berjalannya 

pemerintahan untuk mencapai tujuannya melalui APBD yang digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang tinggi atau RKKD yang tinggi 

menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. 

RKKD yang tinggi juga menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan dari luar 

yang rendah. Semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan dari luar maka 

makin banyak dana yang bisa digunakan untuk melaksanakan program-program 

yang telah dianggarkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. 
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Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020) 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

H1: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat 

2.4.2. “Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat” 

APBD dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena dalam APBD 

terdapat rencana-rencana pemerintah untuk memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Masyarakat sebagai principal memberikan tanggungjawab kepada 

pemerintah daerah  melalui pemelihan umum. APBD diperlukan untuk memberikan 

manfaat kepada pemilih yang merefleksikan bentuk kebijakan publik dan program 

yang dibuat oleh politisi dengan mentranslasikan mandat yang diberikan 

masyarakat sebagai pemilih. 

  Pemerintah yang diberikan mandat oleh masyarakat melalui pemilihan 

umum memberikan pertanggungjawaban kepada pemilih. Pertanggungjawaban 

pemerintah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, pemerintah 

daerah memerlukan dana untuk melaksanakan APBD sehingga kemampuan untuk 

menggali PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan penting untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat diukur dengan rasio 

efektivitas PAD. 

Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka kemampuan daerah dalam 

memobilisasi penerimaan PAD semakin baik. Kemampuan perealisasian PAD yang 
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baik dapat membantu pelaksanaan APBD agar program-program yang telah 

direncanakan dapat dijalankan sehingga kesejehteraan masyarakat dapat meningkat  

Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020); 

Hamimah & Zulkarnain (2020) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD 

memiliki pengaruh yang  positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

H2: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

RKKD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah 

  

RKKD (X1) 

Rasio Efektivitas PAD (X2) 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

H1 

H2 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

Figure 2 
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“BAB III” 

“METODE PENELITIAN” 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan 

dengan mengumpulkan data terlebih dahulu lalu dianalisa secara statistika 

2.1. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Definsi operasional adalah hal yang diamati. Hal tersebut dapat 

didefinisikan dengan kata-kata. Kata-kata tersebut harus mendeskripsikan hal 

tersebut (H. Ghodang & Hantono, 2020). Pengukuran yang dipakai untuk meneliti 

adalah skala rasio 

2.1.1. “Kinerja Keuangan Daerah” 

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam menggali sumber keuangannya yaitu PAD untuk 

membiayai pelaksanaan APBD sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan 

dengan baik tanpa ada halangan dana yang tidak tercukupi pada tahun 2020 dan 

2021. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio di bawah ini.  

2.1.2. “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)” 

RKKD ini menggambarkan ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Tengah  terhadap sumber dana luar pada tahun 2020 dan 2021. Semakin 

tinggi RKKD maka tingkat ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Tengah terhadap sumber dana dari luar semakin rendah.   

𝑅𝐾𝐾𝐷 =
𝑃𝐴𝐷

𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
× 1
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2.1.3. Rasio Efektivitas PAD” 

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran tentang 

kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai 

target PAD pada tahun 2020 dan 2021. Semakin tinggi rasio ini maka 

kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai 

target PAD pada tahun 2020 dan 2021 semakin tinggi. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 

2.1.4. “Kesejahteraan Masyarakat” 

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat masyarakat 

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mampu memenuhi kebutuhannya 

seperti kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan. 

2.2. “Populasi dan Sampel” 

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sampel dalam 

penelitian ini.  

2.3. “Sumber Data” 

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data diperoleh 

masing-masing melalui website DJPK dan BPS. Data yang diambil adalah IPM dan 

Realisasi APBD dari tahun 2020-2021. Data tersebut berjenis kuantitatif. 
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2.4. “Metode Pengumpulan Data” 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi data Realisasi 

APBD dan IPM di setiap kabupaten/kota  Se-Provinsi Kalimantan Tengah dari 

tahun 2020-2021. Realisasi APBD diambil dari website DJPK dengan alamat 

“https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd”. IPM diambil dari website BPS 

Kalimantan Tengah dengan alamat “https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-

metode-baru-indeks-pembangunan manusia.html”. 

2.5. “Alat Analisis” 

Penelitian ini menggunakan SPSS untuk melakukan regresi linier berganda 

terhadap data yang akan dianalisis. Analisis rasio dilakukan terlebih dahulu 

sebelum melakukan regresi linier berganda. 

2.5.1. “Statistik Deskriptif” 

Statistik deskriptif adalah model data yang diolah untuk menggambarkan 

berbagai ciri-ciri data. Ciri-ciri data tersebut seperti rata-rata, nilai tengah, modus, 

kuartil, varian, standar deviasi, nilai terendah dan tertinggi, serta grafik (Sujarweni 

& Utami, 2020) 

2.5.2. “Analisis Rasio”  

1. RKKD 

𝑅𝐾𝐾𝐷 =
𝑃𝐴𝐷

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

 

 

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan
https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan
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2. Rasio Efektivitas PAD 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
× 100% 

2.5.3. “Uji Asumsi Klasik” 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui normal tidaknya data tdari 

populasi. Uji ini dilakukan dengan cara mengukur data yang mempunyai 

skala ordinal, interval serta rasio. Metode parametrik dapat digunakan 

apabila data berdistribusi normal. (H. Ghodang & Hantono, 2020). Data 

dapat dikatakan normal apabila nilai sig lebih dari 0,05, jika tidak melebihi 

maka data tidak normal  (Sujarweni & Utami, 2020). 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya (Sujarweni & Utami, 2020). Kriteria ada tidaknya autokerasi 

adalah sebagai berikut (H. Ghodang & Hantono, 2020). 

a. Autokorelasi dapat diketahui dari nilai durbin Watson < dL atau > 4 

– dL Jika durbin watson < dari dL atau > dari 4 – dL  

b. Keputusan tidak terdapatnya autokorolesi dapat diketahui dari nilai 

durbin watson yang terletak antara dU dan 4 – dU 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan agar diketahui ada kemiripan atau 

tidak dari variabel-variabel independen dalam suatu model. Jika ada 
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kemiripan maka akan terjadi autokorelasi. Uji ini juga dapat digunakan 

dalam penghindaran kebiasaan pada pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Syarat tidak terjadinya multikolinieritas apabila VIF di antara satu sampai 

sepuluh (Sujarweni & Utami, 2020). 

4. Uji Heterokedasitas 

Heterokedasitas merupakan pengujian apakah ada perbedaan varian 

sisa “residual” dari pengamatan yang satu dengan pangamatan yang lain. 

Pengamatan tersebut dalam satu periode . Penelitian ini menggunakan 

gambar scatterplot untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas. 

Kriteria regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas jika  titik-titik data 

menyebar dan tidak membentuk pola (Sujarweni & Utami, 2020). 

2.5.4. “Uji Regresi Linier Berganda” 

Model Regresi Linear Berganda memberikan penjelasan tentang hubungan 

fungsinal antara variabel independen dan dependen. Variabel independen tersebut 

lebih dari satu sedangkah dependen hanya satu. Penyelesaian model ini 

menggunakan Ordinary Least Square Estimate (Gani & Amalia, 2014). Model 

yang dibentuk adalah sebagai berikut. 

𝑌 = ∝ +𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝜀 

Keterangan: 

Y adalah Kesejahteraan Masyarakat 

X1 adalah Kemandirian Keuangan Daerah 

X2 adalah Efektivitas PAD 

∝  adalah Konstanta 

𝛽  adalah Koefisien Regresi 
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𝜀  adalah Error Term 

2.5.5. “Uji Determinasi” 

Uji determinasi adalah sebuah angka yang menyatakan berbagai perubahan 

nilai variabel depenpen. Variabel dependen tersebut ditentukan oleh berbagai 

perubahan semua variabel independen. Angka tersebut dalam bentuk persentase 

(Gani & Amalia, 2014). 

2.5.6. “Uji Simultan (Uji F)” 

Uji F dipakai agar dapat diketahui nilai signifikansi dari model regresi 

berganda yang dapat ditentukan dari dua keputusan di bawah (H. Ghodang & 

Hantono, 2020), yaitu: 

1. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai sig kurang dari 0.05, jika 

lebih berarti tidak terbukti 

2. Hipotesis dapat dikatann terbukti apabila nilai f hitung lebih besar dari f tabel , 

jika lebih kecil maka tidak terbukti 

2.5.7. “Uji Parsial (Uji t)” 

Uji t dipakai agar diketahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas secara parsial. Hal ini dapat dilakukan dengan dua 

cara dibawah (H. Ghodang & Hantono, 2020). 

1. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai sig kurang dari 0.05, jika 

lebih berarti tidak terbukti 

2. Hipotesis dapat dikatann terbukti apabila nilai f hitung lebih besar dari f tabel , 

jika lebih kecil maka tidak terbukti 
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“BAB IV” 

“HASIL DAN PEMBAHASAN” 

4.1. “Data Penelitian” 

Data di bawah merupakan data yang akan digunakan dalam analisis 

4.1.1. “Realisasi APBD” 

“Tabel 4.1. Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2020” 

 

 

No. Kabupaten/Kota 

Tahun 2020 (dalam miliar) 

Anggaran PAD Realisasi PAD 
Realisasi Pendapatan 

Daerah 

1. Palangkaraya 173.01 180.18    1,136.83  

2. Kotawaringin Timur 270.00 232.89    1,617.04  

3. Kotawaringin Barat 255.06 224.65    1,449.01  

4. Barito Timur 88.44 61.66       875.04  

5. Barito Utara 121.27 75.96    1,141.78  

6. Barito Selatan 93.78 56.79       987.38  

7. Seruyan 266.92 70.36    1,012.12  

8. Sukamara 45.01 41.00       646.83  

9. Pulang Pisau 48.85 42.51       924.21  

10. Katingan 62.57 60.60    1,145.92  

11. Kapuas 128.78 131.36    1,755.99  

12. Gunung Mas 60.32 66.06       990.64  

13. Lamandau 50.72 53.04       834.60  

14. Murung Raya 70.93 77.50    1,195.59  

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
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“Tabel 4.2. Realisasi APBD Tahun 2021 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Tengah” 

 

 

No. Kabupaten/Kota 

Tahun 2021 (dalam miliar) 

Anggaran PAD Realisasi PAD 
Realisasi 

Pendapatan Daerah 

1. Palangkaraya 167.97 289.40    1,258.73  

2. Kotawaringin Timur 276.73 327.43    1,878.72  

3. Kotawaringin Barat 270.42 392.16    1,633.97  

4. Barito Timur 109.68 98.46       962.03  

5. Barito Utara 92.99 104.05    1,233.74  

6. Barito Selatan 95.78 97.74       999.99  

7. Seruyan 137.47 83.04    1,113.15  

8. Sukamara 42.40 55.78       664.77  

9. Pulang Pisau 46.39 125.32    1,023.14  

10. Katingan 80.00 67.04    1,224.87  

11. Kapuas 104.13 148.61    1,837.12  

12. Gunung Mas 64.02 85.11    1,078.82  

13. Lamandau 51.29 95.06       906.31  

14. Murung Raya 73.63 111.03    1,303.99  

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

 

Data di atas merupakan data yang yang dibutuhkan untuk melakukan 

analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD.  Anggaran 

PAD dan realisasi pendapatan transfer digunakan untuk analisis rasio kemandirian 

keuangan daerah. Anggaran PAD dan realisasi PAD digunakan untuk analisis 

efektivitas PAD. 

   Data pada 2 tabel di atas bukan merupakan keseluruhan dari isi laporan 

Realisasi APBD tapi hanya data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis 

rasio. 
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 “Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2020 dan 2021” 

 
No. Kabupaten/Kota 

Indeks Pembangunan Manusia 

2020 2021 

1. Palangkaraya 80.77 80.82 

2. Kotawaringin Timur 71.31 71.38 

3. Kotawaringin Barat “72.87” “73.07” 

4. Barito Timur “71.39” “71.47” 

5. Barito Utara 70.59 70.79 

6. Barito Selatan 70.22 70.54 

7. Seruyan 67.58 67.67 

8. Sukamara 68.03 68.27 

9. Pulang Pisau 68.45 68.53 

10. Katingan 68.68 68.89 

11. Kapuas 69.48 69.63 

12 Gunung Mas 70.81 71.03 

13. Lamandau 70.51 70.58 

14. Murung Raya 67.98 68.12 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

4.2. “Analisis Data” 

Penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini. 

4.2.1. “Analisis Rasio” 

“Tabel 4.4. RKKD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah”  

 

 

No. Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi 

PAD 

Realisasi 

Pendapat-

an Daerah 

RKKD 
Realisasi 

PAD 

Realisasi 

Pendapat-

an Daerah 

RKKD 

1. Palangkaraya 180.18  1,136.83  15.85% 289.40  1,258.73  22.99% 

2. Kotawaringin 

Timur 232.89 

 1,617.04  14.40% 

327.43 

 1,878.72  17.43% 

3. Kotawaringin 

Barat 224.65 

 1,449.01  15.50% 

392.16 

 1,633.97  24.00% 

4. Barito Timur 61.66  875.04  7.05% 98.46  962.03  10.23% 

5. Barito Utara 75.96  1,141.78  6.65% 104.05  1,233.74  8.43% 
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Tabel 4.4. Sambungan 

 

 

No. Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi 

PAD 

Realisasi 

Pendapat-

an Daerah 

RKKD 
Realisasi 

PAD 

Realisasi 

Pendapat-

an Daerah 

RKKD 

6. Barito Selatan 56.79  987.38  5.75%  97.74  999.99  9.77% 

7. Seruyan 70.36  1,012.12  6.95%  83.04  1,113.15  7.46% 

8. Sukamara 41.00  646.83  6.34%  55.78  664.77  8.39% 

9. Pulang Pisau 42.51  924.21  4.60%  125.32  1,023.14  12.25% 

10. Katingan 60.60  1,145.92  5.29%  67.04  1,224.87  5.47% 

11. Kapuas 131.36  1,755.99  7.48%  148.61  1,837.12  8.09% 

12. Gunung Mas 66.06  990.64  6.67%  85.11  1,078.82  7.89% 

13. Lamandau 53.04  834.60  6.36%  95.06  906.31  10.49% 

14. Murung Raya 77.50  1,195.59  6.48%  111.03  1,303.99  8.51% 

Sumber: Data olahan 

“Tabel 4.5. Tingkat Kemandirian Keuangan Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021” 

 

No. 
Kabupaten/Kota 

Kemandirian Keuangan 

Tahun 2020 Tahun 2021 

1. Palangkaraya “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

2. Kotawaringin Timur “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

3. Kotawaringin Barat “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

4. Barito Timur “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

5. Barito Utara “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

6. Barito Selatan “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

7. Seruyan “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

8. Sukamara “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

9. Pulang Pisau “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

10. Katingan “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

11. Kapuas “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

12. Gunung Mas “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

13. Lamandau “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

14 Murung Raya “Rendah Sekali” “Rendah Sekali” 

Sumber: Data olahan 

“Tabel 4.4 dan tabel 4.5” menunjukkan pemerintah daerah di Provinsi 

Kalimantan Tengah masih belum mandiri sepanjang tahun 2020-2021. Hal ini 

disebabkan karena tingginya pendapatan transfer daripada PAD dan pendapatan 



27 
 

 
 

transfer yang meningkat sepanjang tahun 2020-2021. Walaupun PAD juga 

meningkat tapi tidak dapat mengimbangi pendapatan transfer. Setiap daerah 

memiliki kemandirian keuangan yang rendah sekali sepanjang tahun 2020-2021.  

“Tabel 4.6. Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2020-2021” 

 

 

No. Kabupaten/ 

Kota 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Realisasi 

PAD 

Anggar-

an PAD 

Rasio 

Efektivi-

tas 

Realisasi 

PAD 

Anggara

n PAD 

Rasio 

Efektivi-

tas 

1. Palangkaraya 180.18 173.01 104% 289.40 167.97 172% 

2. Kotawaringin 

Timur 232.89 270.00 86% 327.43 276.73 118% 

3. Kotawaringin 

Barat 224.65 255.06 88% 392.16 270.42 145% 

4. Barito Timur 61.66 88.44 70% 98.46 109.68 90% 

5. Barito Utara 75.96 121.27 63% 104.05 92.99 112% 

6. Barito Selatan 56.79 93.78 61% 97.74 95.78 102% 

7. Seruyan 70.36 266.92 26% 83.04 137.47 60% 

8. Sukamara 41.00 45.01 91% 55.78 42.40 132% 

9. Pulang Pisau 42.51 48.85 87% 125.32 46.39 270% 

10. Katingan 60.60 62.57 97% 67.04 80.00 84% 

11. Kapuas 131.36 128.78 102% 148.61 104.13 143% 

12. Gunung Mas 66.06 60.32 110% 85.11 64.02 133% 

13. Lamandau 53.04 50.72 105% 95.06 51.29 185% 

14. Murung Raya 77.50 70.93 109% 111.03 73.63 151% 

Sumber: Data olahan 
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 “Tabel 4.7. Tingkat Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2020 dan 2021” 

 

No. 
Kabupaten/Kota 

Efektivitas 

Tahun 2020 Tahun 2021 

1. Palangkaraya “Sangat Efektif” “Sangat Efektif” 

2. Kotawaringin Timur “Kurang Efektif” “Sangat Efektif” 

3. Kotawaringin Barat “Kurang Efektif” “Sangat Efektif” 

4. Barito Timur “Tidak Efektif” “Cukup Efektif” 

5. Barito Utara “Tidak Efektif” “Sangat Efektif” 

6. Barito Selatan “Tidak Efektif” “Sangat Efektif” 

7. Seruyan “Tidak Efektif” “Kurang Efektif” 

8. Sukamara “Cukup Efektif” “Sangat Efektif” 

9. Pulang Pisau “Kurang Efektif” “Sangat Efektif” 

10. Katingan “Cukup Efektif” “Sangat Efektif” 

11. Kapuas “Sangat Efektif” “Sangat Efektif” 

12. Gunung Mas “Sangat Efektif” “Sangat Efektif” 

13. Lamandau “Sangat Efektif” “Sangat Efektif” 

14. Murung Raya “Sangat Efektif” “Sangat Efektif” 

Sumber: Data olahan 

“Tabel 4.6 dan tabel 4.7” menunjukkan sepanjang tahun 2020-2021 

efektivitas setiap daerah dalam memperoleh PAD meningkat. Hal ini dapat dilihat 

dari tingginya rasio efektivitas PAD yang melebihi 100% pada beberapa daerah 

sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan 

Tengah memperoleh PAD dengan sangat efektif.  
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4.2.2. “Statistik Deskriptif” 

 “Tabel 4.8. Hasil Statistik Deskriptif” 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kesejahteraan Masyarakat 70.6950 3.23328 28 

Kemandirian Keuangan 

Daerah 

9.8846 5.11451 28 

Efektivitas PAD 108.1796 47.89796 28 

Sumber: Hasil SPSS 25 

“Tabel 4.8” menunjukkan bahwa mean variabel kesejahteraan masyarakat 

sebesar 70.69% dengan standar deviasi 3.23%. Kesejahteraan masyarakat 

berkategori tinggi dengan angka rata-rata 70.69%.  

Mean variabel kemandirian keuangan daerah adalah 9.88% dengan standar 

deviasi 5.11%. Kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi 

Kalimantan Tengah menunjukkan kemandirian yang rendah sekali dengan angka 

rata-rata 8.33%.  

Mean variabel efektivitas PAD adalah 108.18% dengan standar deviasi 

47.90%. Kinerja di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

merealisasikan PAD sangat efektif berdasarkan angka rata-rata 108.18%.  
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4.2.3. “Uji Asumsi Klasik” 

1. Uji Normalitas 

 “Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas” 

 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

“Tabel 4.9” menunjukkan bahwa nilai sig 0.539. Nilai sig 0.539 > 

0.05. Hal ini memenuhi syarat agar data dapat dikatakan normal 

2. Uji Autokorelasi 

 “Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi” 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 28 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.24480246 

Most Extreme Differences Absolute .147 

Positive .147 

Negative -.081 

Test Statistic .147 

Asymp. Sig. (2-tailed) .127c 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .539d 

99% Confidence Interval Lower Bound .526 

Upper Bound .552 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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“Tabel 4.10” menunjukkan 1.5596 (dU) > 0.939 (durbin-watson)  < 

2.4404 (4 – dU). Hal ini memenuhi kriteria agar tidak teradapat autokorelasi 

antar variabel. 

3. Uji Multikolinieritas 

 “Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas” 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

“Tabel 4.11” menunjukkan bahwa hasil VIF di antara 1 – 10, yaitu 

kemandirian keuangan daerah  1.209 dan efektivitas PAD 1.209. Hal ini 

menjelaskan tidak terdapat multikolinieritas. 

4. Uji Heterokedasitas 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedasitas 
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Hasil uji heterokedasitas menunjukkan titik-titik data menyebar dan 

tidak membentuk pola. Hal ini memenuhi kriteria regresi yang tidak terjadi 

heterokedasitas. 

4.2.4. Uji Regresi Linier Berganda 

“Tabel 4.12. Hasil Regresi Linier Berganda” 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan analisis regresi berganda 

sebagai berikut. 

Y = 66.813+ 0.481X1 + (-)0.008X2  

Persamaan di atas menggambarkan bahwa variabel bebas (independent) X1 dan 

X2 memengaruhi Y. X1 adalah kemandirian keuangan daerah, X2 adalah efektivitas 

PAD, dan Y adalah kesejahteraan masyarakat Interpretasi dari persamaan ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Jika X1 dan X2 sama dengan nol maka kesejahteraan masyarakat nilainya 

adalah 66.813 satuan 

b. Jika X1  meningkat sebesar 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan 

masyarakat meningkat sebesar 0.481 

c. Jika X2 meningkat 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan 

masyarakat meningkat sebesar -0.008  
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4.2.5. “Uji Determinasi” 

“Tabel 4.13. Hasil Uji Determinasi” 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

“Tabel 4.13” menunjukkan R Square sebesar 0.518 yang mengindikasikan 

kesejahteraan masyarakat bisa diterangkan oleh variabel kemandirian keuangan 

daerah dan efektivitas PAD sebesar 51.8% sedangkan sisanya dapat diterangkan 

dengan variabel yang lain. 

4.2.6. “Uji Simultan (Uji F)” 

“Tabel 4.14. Hasil Uji Simultan (Uji F)” 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

“Tabel 4.14” menunjukkan nilai sig 0.000 < 0.05 yang berarti kemandirian 

keuangan daerah dan efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 
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4.2.7. “Uji Parsial (Uji t)” 

“Tabel 4.15. Hasil Uji Parsial (Uji t)” 

 

 

“Sumber: Hasil SPSS 25” 

“Tabel 4.15” menunjukkan nilai sig variabel kemandirian keuangan daerah 

lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000 yang berarti kemandirian keuangan daerah  

berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai sig variabel 

efektivitas PAD lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar “0.440”. hal ini menunjukkan 

bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.  

4.3. “Pembahasan” 

4.3.1. “Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Kalimantan Tengah” 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio 

kemandirian keuangan daerah 0.000 < sig alpha (ɑ) 0.05 yang berarti “rasio 

kemandirian keuangan daerah  berpengaruh terhadap IPM yang menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat”. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020); Karimah et al., 

(2020). 



35 
 

 
 

Keberpengaruhan tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat rasio 

kemandirian keuangan daerah maka semakin baik kemampuan daerah dalam 

menggali sumber asli keuangan daerah tanpa tergantung sepenuhnya kepada 

pemerintah pusat sehingga hal yang telah diprogramkan untuk masyarakat dapat 

berjalan sesuai dengan yang dianggarkan. Walaupun rasio kemandirian keuangan 

daerah pada penelitian ini rendah tapi rasio kemandirian keuangan daerah 

mengalami peningkatan. 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan 

masyarakat membuat program-program  yang direfleksikan dalam anggaran. Dana 

diperlukan untuk melaksanakannya sehingga kemampuan menggali sumber asli 

keuangan daerah yang baik tanpa terlalu bergantung sepenuhnya kepada 

pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemampuan pemerintah untuk menggali dan mengelola PAD tanpa terlalu 

mengandalkan dana transfer dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah daerah yang semakin mandiri atau tidak terlalu mengandalkan 

pemerintah pusat akan lebih memiliki dana untuk melakukan pembangunan yang 

dapat diakses masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat karena rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil kerja 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola 

dalam APBD oleh pemerintah daerah. APBD penting peranannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD mencerminkan kebijakan publik 
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dan program-program yang dibuat oleh politisi yang telah dipilih oleh masyarakat 

untuk memberikan manfaat kepada pemilihnya. 

Penelitian ini mengikuti teori keagenan bahwa agen bertanggungjawab 

untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal. Pemerintah daerah yang telah dipilih 

(agen) oleh masyarakat (prinsipal) harus memaksimalkan kesejahteraan masyakarat 

di daerahnya. Pertanggunggjawaban yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan 

daerah merupakan kinerja atau prestasi pemerintah daerah dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.  

4.3.2.  “Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah” 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio 

efektivitas PAD 0.440 > sig alpha (ɑ) 0.05 yang berarti “rasio efektivitas PAD tidak 

berpengaruh IPM yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat 

dikatakan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteaan 

masyarakat”. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian Cahyaning & Putri 

(2022); Khairudin et al., (2020); Hamimah & Zulkarnain (2020). 

Ketidakberpengaruhan tersebut disebabkan karena PAD belum cukup untuk 

menutupi pos belanja operasi dan belanja modal. PAD sangat kecil dibandingkan 

dengan pendapatan transfer sehingga tidak mungkin untuk menutupinya. Selain itu, 

jumlah belanja operasi dan belanja modal lebih besar dari PAD walaupun secara 

rata-rata pemerintah daerah melampaui target PAD yaitu 108.18%. 

Pemerintah daerah membuat program-program yang bermanfaat bagi 

masyarakat yang dituangkan dalam APBD sehingga kesejahteraan dapat meningkat 
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namun pada penelitian ini rata-rata rasio efektivitas PAD melampaui target PAD 

belum bisa untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik. 

Efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan 

tanggungjawab yang diberikan masyarakat sangat baik namun tingkat 

ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. 

 Rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil kerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerah. Penelitian ini didasarkan pada hasil kerja pemerintah 

daerah yang baik dalam melaksanakan APBD sehingga kesejahteraan masyarakat 

dapat meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui keputusan 

politisi dalam APBD. Namun dalam penelitian ini, hasil kerja yang baik masih 

belum cukup untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 

 Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas muncul sebagai 

konsekuensi hubungan agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat). Selain 

itu pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat 

sebagai prinsipal. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan kesejahteraan 

masyarakat menggali keuangan asli daerahnya namun hanya dari itu saja masih 

belum cukup untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian ini. 

 Peranan pemerintah pusat  untuk memaksimalkan kesejahteraan masyakarat 

pada tingkat daerah sangat besar. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapatan 

transfer yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Sebagian besar dana yang 

digunakan untuk mensejahterakan masyarakat berasal dari pendapatan transfer. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Hamimah & Zulkarnain (2020) bahwa kesejahteraan 
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masyarakat akan meningkat meskipun rasio efektivitas PAD tidak mengalami 

perubahan karena sebagian besar dana berasal dari pendapatan transfer. 
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“BAB V” 

“PENUTUP” 

5.1.  “Kesimpulan” 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-

2021 

2. Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-

2021  

5.2. “Saran” 

Saran yang disampaikan setelah memperoleh hasil penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber 

keuangan asli daerah lebih baik lagi agar tidak terlalu bergantung kepada 

dana luar sehingga dapat mensejahterakan rakyat 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih dapat 

menggambarkan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi 

Kalimantan Tengah 

 

Lampiran 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

1. Gunung Mas

 

2. Seruyan 
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3. Lamandau 

 

4. Kapuas 
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5. Kalimantan Tengah
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Lampiran 3. Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) 

1. Palangkaraya 

 

2. Kotawaringin Timur 
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3. Kotawaringin Barat 

 

4. Barito Timur 
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5. Barito Utara 

 

6. Barito Selatan 
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7. Sukamara 

 

8. Katingan 
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9. Murung Raya 
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Lampiran 4. Peringkat IPM Provinsi Tahun 2020-2021 

No. Provinsi 2020 No. Provinsi 2021 

1.  DKI Jakarta 80.77 1.  DKI Jakarta 81.11 

2.  DI Yogyakarta 79.97 2.  DI Yogyakarta 80.22 

3.  Kalimantan Timur 76.24 3.  Kalimantan Timur 76.88 

4.  Kepulauan Riau 75.59 4.  Kepulauan Riau 75.79 

5.  Bali 75.5 5.  Bali 75.69 

6.  Sulawesi Utara 72.93 6.  Sulawesi Utara 73.3 

7.  Riau 72.71 7.  Riau 72.94 

8.  Banten 72.45 8.  Banten 72.72 

9.  Sumatera Barat 72.38 9.  Sumatera Barat 72.65 

10.  Jawa Barat 72.09 10.  Jawa Barat 72.45 

11.  Aceh 71.99 11.  Sulawesi Selatan 72.24 

12.  Sulawesi Selatan 71.93 12.  Aceh 72.18 

13.  Jawa Tengah 71.87 13.  Jawa Tengah 72.16 

14.  Sumatera Utara 71.77 14.  Jawa Timur 72.14 

15.  Jawa Timur 71.71 15.  Sumatera Utara 72.00 

16.  Kepulauan Bangka Belitung 71.47 16.  Kepulauan Bangka Belitung 71.69 

17.  Sulawesi Tenggara 71.45 17.  Sulawesi Tenggara 71.66 

18.  Bengkulu 71.4 18.  Bengkulu 71.64 

19.  Jambi 71.29 19.  Jambi 71.63 

20.  Kalimantan Tengah 71.05 20.  Kalimantan Selatan 71.28 

21.  Kalimantan Selatan 70.91 21.  Kalimantan Tengah 71.25 

22.  Kalimantan Utara 70.63 22.  Kalimantan Utara 71.19 

23.  Sumatera Selatan 70.01 23.  Sumatera Selatan 70.24 

24.  Lampung 69.69 24.  Lampung 69.90 

25.  Sulawesi Tengah 69.55 25.  Sulawesi Tengah 69.79 

26.  Maluku 69.49 26.  Maluku 69.71 

27.  Gorontalo 68.68 27.  Gorontalo 69.00 

28.  Maluku Utara 68.49 28.  Maluku Utara 68.76 

29.  Nusa Tenggara Barat 68.25 29.  Nusa Tenggara Barat 68.65 

30.  Kalimantan Barat 67.66 30.  Kalimantan Barat 67.90 

31.  Sulawesi Barat 66.11 31.  Sulawesi Barat 66.36 

32.  Nusa Tenggara Timur 65.19 32.  Nusa Tenggara Timur 65.28 

33.  Papua Barat 65.09 33.  Papua Barat 65.26 

34.  Papua 60.44 34.  Papua 60.62 

 


